PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ? TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KOTA SERAKG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meringankan beban kerja
dan mengefcktifkan penyclenggaraan  urusan
pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan
masyarakal di  Lingkungan Pemerininh  Kota
Serang, maka perlu adanya perubahan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Serang;

Mcngingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) schagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua alas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang .................
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
{Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007 tentang Petunjuk  Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Lembaga Tecknis Daerah Kota Serang
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Serang Nomor 13} sebagaimana telah diubah oleh
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah
Kota Serang Tahun 2011 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

Menetapkan:

dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NCMOR 1C TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA SERANG.

Pasall .......cocvuveennen.s
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kota Secrang (Lembaran Dacrah Kota Serang Tahun 2008
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah
Kota Serang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota
Serang Tahun 2011 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB III
INSPEKTORAT

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragr‘ai' 1
Kedudukan

Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan unsur  pengawas  penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan

secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pembinaan
tcthadap pclaksanaan urusan pcmcrintahan dan  penyclenggaraan
pemerintahan.

—

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. subbagian Perencanaan;

2. subbagian Administrasi Umum

3. subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur ..................
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e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
I. Inspcktur Pcmbantu Wilayah 1V; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organsiasi Inspcktorat, scbagaimana tcrcantum dalam
Lampiran [ Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 6

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{2) Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah dipimpin olch Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokol

Pasal 7

Badan Pcrecncanaan  Pcmbangunan Dacrah  mcempunyai  tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
perencanaan pembangunan daerah.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
terdiri dari :
a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan:
1. Sub Bidang Sosial Budaya, Pendidikan dan Kesehalan;
2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan.
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d. Bidang Perekonomian, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;

2. Sub Bidang Pertanian, Sumber Daya Alam dan Energi;
¢. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan:
1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana wilayah;
2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan.
f. Bidang Perencanaan Program Pembangunan, dan Pelaporan,
membawahkan:
1. Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan;
2. Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.

g. Kelompok jabatan fungsional;
h. UPT.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
sebagaimana lercantum dalam Lampiran 1T Peraturan Daerah ini.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 April 2013

WALIKOTA SERANG,

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 April 2013

SERKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

/

ULHI

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013
NOMOR 2
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SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA SERANG Lampiran | Peraturan Daerali Kota Serang

Nomor :2 Tahun 2013

Tanpgal: 12 April 2013
INSPEKTUR } £E P
|
SEKRETARIS
Kelompok Jabatan
Fungsicnal SUR BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGLAN
PERENCANAAN ADMINISTRASI EVALUASI DAN
UMUM PEZLAPORAN
INSPEKTUR INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU
PEMBANTU WILAYAH | WILAYAH 11 WILAYAH I WILAYAH IV
WALIKOTA SERANG
= ’
ey
Tb. RUL JAMAN
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SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SERANG

Larapiran Il Peraturan Daerah Kota Serang

Kelompok Jabatan
Fungsional

KESEHATAN DUNIA USAHA PRASARANA WILAYAH
SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG TATA
PEMERINTAHAN DAN PERTANIAN, SUMBER RUANG DAN
KEPENDUDUKAN DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
ENERGI
UNIT PELAKSANA
TEKNIS WALIKOTA SERANG
T
2
Tb. RUL JAMAN

Momor 2 Tahun 2013
Tanggal : 12 April 2013
KEPALA
[ SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM
EVALUASI DAN
PELAPORAN
| 1 |
BIDANG SOSIAL BUDAYA BIDANG BIDANG PRASARANA Bl Df}NG
DAN PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN WILAYAH PERENCANAAN
PROGRAM
1 | PEMBANGUNAN DAN
‘ PELAPORAN
SUE BIDANG SOSIAL SUB BIDANG SUB BIDANG
BUDAYA, PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN

SUB BIDANG
PERENCANAAN
PROGRAM
PEMBANGUINAN

SUB BIDANG
STATISTIK,
EVALUASI DAN
PELAPORAN
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